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<b>ABSTRAK</b><br>

Dengan meningkatnya pembangunan fisik di negara Indonesia sebagaimana yang tercantum didalam GBHN
maupun dalam Repelita, maka terhadap semuaini diperlukan pengaturan yang mantap baik mengenai segi
yuridisnya maupun dari segi tekhniknya. Kegiatan pembangunan dalam pelaksanaannya tidak bisa dan tidak
mungkin dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah oleh karena itu Pemerintah mendorong: pihak swasta untuk
ikut aktif melaksanakan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dalam realisasinya menimbulkan
hubungan hukum yaitu perikatan. Perhubungan hukum berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh
hukum atau undang-undang. Mengenai perjanjian pemborongan telah diatur secara umum dalam BW.
Pencaturan didalam BW ini belumlah dapat dikatakan memadai. Oleh karenaitu diperlukan suatu peraturan
standard. Peraturan ini di Indonesia disebut Syarat Umum untuk melaksanakan Pembangunan. Perusahaan
Umum Angkasa Pura sebagai instansi Pemerintah di dalam melakukan/mengada kan perjanjian
pemborongan dengan pihak swasta harus tunduk pada Keppres No. 29 Tahun 1984, apakah ketentuan -
ketentnan. yang ada didalam Keppresini harus dilaksanakan secara konsekwen ataukah dapat
dikesampingkan. Dari isi perjanjian pemborongan antara Perusahaan Umum Angkasa Pura dengan pihak
pemborong, dapat terlihat bahwa kedudukan pemborong dibandingkan dengan pihak yang memborongkan
selain berada dalam pihak yang lemah. Hal semacam ini terjadi karenatidak adanya peraturan yang dapat
dijadikan sebagai pedoman untuk pembuatan kontrak. Bagi setiap proyek instansi Pemerintah yang
pembiayaannya berasal dari APBN, terhadapnya dilakukan ketentuan-ketenbuan dalam Keppres No. 29
Tahun 1984, yaitu tentang. Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Oleh karena pembiayaan
proyek-proyek yang dilakukan oleh pihak Perum Angkasa Pura sebagai instansi Pemerintah juga berasal
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka iapun didalam melaksanakan proyek-proyek tersebut
harus tiin.duk pada ketentuan-ketentuan dalara K eppres tadi, Bahwa perjanjian pemborongan berakhir

apabila tuduan yang telah diperjanjikan sudah tercapai dan pihak yang memborongkan telah melakukan
pembayaran kepada pihak pemborong dan pihak pemborong telah menyerahkan pekerjaan tersebut

dan sudah diterima oleh pihak yang memborongkan.
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